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ABSTRAK 
 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena Peranan Unit Pelaksana 

Teknis Dinas (UPTD) Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Solok. 

Peneliti menduga belum maksimalnya peranan UPTD Terminal dan Perparkiran 

Dinas Perhubungan Kota Solok. Dibawah naungan Pemerintah Kota Solok, 

Retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dikelola 

oleh UPTD Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Solok dalam 

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 1) Apa peranan UPTD Terminal dan Perparkiran Dinas 

Perhubungan Kota Solok dalam Pemungutan retribusi parkir, 2) Apa hambatan 

dan upaya dalam pelaksanaan pemungutan retribusi parkir di kota Solok. 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada 

penelitian yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa peranan 

UPTD Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Solok tentang aturan 

parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Solok sudah berjalan tapi 

belum optimal. Tata kelola parkir yang ada di Kota Solok yang merupakan 

permasalahan yang serius. Sangat disayangkan jika PAD tidak meningkat 

sedangkan jumlah kendaraan terus bertambah. Hambatan dalam pelaksanaan 

pemungutan retribusi parkir di kota Solok adalah, Hambatan yuridis, terbatasnya 

kewenangan UPTD Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Solok 

dalam pengawasan terhadap juru parkir yang berada di lahan parkir pihak swasta, 

Hambatan teknis, kurangnya pegawai UPTD Terminal dan Perparkiran Dinas 

Perhubungan Kota Solok sebagai pengawas pengelolaan perparkiran dilapangan, 

kurangnya kesadaran masyarakat. Upaya dalam pelaksanaan pemungutan retribusi 

parkir di Kota Solok adalah upaya yuridis mengajukan revisi perwako tentang 

kewenangan UPTD Terminal dan Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Solok 

dalam pengawasan terhadap juru parkir yang berada di lahan parkir pihak swasta, 

upaya teknis, memberikan pembinaan bagi calon petugas parkir,memberikan 

sanksi bagi petugas parkir. 
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